
      
BUPATI MESUJI 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN BUPATI MESUJI 
NOMOR 28 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 08 TAHUN 2013 

TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK 
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MESUJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MESUJI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 
Tahun 2012  tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 
Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Mesuji yang membidangi urusan pendapatan daerah 
berupa Pajak beserta penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
di Kabupaten Mesuji yang didasari oleh Peraturan 
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mesuji; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, 
maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan 
atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 08 Tahun 2013 
tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek 
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten 
Mesuji. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 



 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010 
tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak 
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Daerah Kabupaten Mesuji; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Mesuji; 

21. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan 
Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji 
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, 
Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah 
Kabupaten Mesuji. 



 MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 08 TAHUN 2013 
TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL 
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 
KABUPATEN MESUJI. 
 

PASAL I 
Ketentuan Bab I Pasal 1 Peraturan Bupati Mesuji Nomor 08 Tahun 2013 
tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di 
Kabupaten Mesuji diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji; 
3. Bupati adalah Bupati Mesuji; 
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji; 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji; 

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan 
dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, 
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Mesuji; 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; 

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender; 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak; 

12. Objek Pajak adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan; 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah; 

 



 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau NJOP pengganti; 

15. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual 
Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan 
NJOP Bangunan. 

 
PASAL II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.
           

   
 
Ditetapkan di Mesuji 
pada tanggal 30 Mei 2018 
BUPATI MESUJI, 
 
dto. 
 
 
 KHAMAMI 
 

 
 
Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 30 Mei 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 
 
 
dto. 
 
RIZAL FAUZI 
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 28 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


